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Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya; 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelaihari yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM BIN 

JAKFAR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang - 

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan 

Kedua atas diri terdakwa; 

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa IBRAHIM RAMADANI ALS 

IBRAHIM BIN JAKFAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.0 00.000,- (lima ratus 

juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama 

terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan 

3. Barang bukti berupa: 

36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran; 

1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type 

GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF 

warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor 

mesin : G15AID346501; 

1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk 

suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 

9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 

dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa 

Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. 

Kalsel 

1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN-KB dan 

SWDKLLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type 

GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF 

warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor 

mesin : G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 

004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel; 

DIRAMPAS UNTUK NEGARA 

1 (satu) lembar terpal warna coklat.1 (satu) lembar terpal warna 

coklat 

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima 

ribu rupiah). 
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Setelah men dengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara 

lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa 

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepad a 

Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman; 

Setelah   mendengar tanggapan Penuntut Umum ( replik) terhadap 

permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan 

pidananya dan tanggapan Terdakwa ( duplik) terhadap replik Penuntut Umum 

tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada 

permohonannya; 

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 

Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Desember 2017 dengan 

dakwaan sebagai berikut: 

KESATU : 

Bahwa terdakwa IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM BIN JAKFAR pada hari 

Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidak - tidaknya 

pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 atau setidak - tidaknya pada 

suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl . A Yani Simpang 3 Parit Kel. 

Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidak -tidaknya pada suatu 

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Pelaihari, “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki 

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan 

sahnya hasil hutan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : 

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIZKY 

SETIAWAN dan saksi ABDUL SYUKUR yang sedang melakukan patrol di 

wilayah hukum pelaihari dan saat sampai di sekitar lokasi melihat 2 (dua) 

unit mobil pick up dan satu diantaranya 1 (satu) mobil model pick up mega 

carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 

DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan 

nomor mesin : G15AID346501 yang ditutup dengan 1 (satu) lembar terpal 

warna coklat kemudian saksi RIZKY memberhentikan mobil tersebut yang 

selanjutnya diketahui bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan 

duduk disebelah terd akwa adalah saksi ANAN ALDI kemudian saksi RIZKY 

ada menanyakan tentang apa yang diangkut di belakang pick up tersebut 

yang ditutupi sambil saksi RIZKY berusaha membukanya dan terdakwa 

menjawab kayu ulin dan benar saksi melihat ada tumpukan kayu ulin yang 

diangkut oleh mobil tersebut dan kemudian saksi RIZKY dan saksI SYUKUR 

menanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa dalam mengangkut kayu ulin 

tersebut dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin tersebut untuk 
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selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil berisi kayu ulin dibawa ke 

kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 1 

November 2017 yang dilakukan oleh Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut dan 

SUJARNO, dari Dinas Kehutanan Balai Pelayanan P enatausahaan hasil 

hutan Barito Muara di Banjaramasin, setelah melakukan pemeriksaan 

diperoleh hasil yaitu pada 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk 

suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF 

warna hitam normor rangka : M HYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : 

G15AID346501 mengangkut Kayu Jenis kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh 

enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran dengan volume 2,6510 m³ , 

selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut 

dalam melakuka n pengakutan Kayu Jenis Ulin seharusnya dilengkapi 

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) jadi tidak 

dibenarkan melakukan pengangkutan apabila tidak memiliki SKSHHK ; 

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang -Undang Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan 

Hutan. 

ATAU 

KEDUA : 

Bahwa terdakwa IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM BIN JAKFAR pada hari 

Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidak - tidaknya 

pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 atau setidak - tidaknya pada 

suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. A Yani Simpang 

3 Parit Kel. Pelaihari Kec. Pel aihari Kab. Tanah Laut atau setidak -tidaknya 

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Pelaihari “Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil 

hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya 

hasil hutan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : 

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RIZKY 

SETIAWAN dan saksi ABDUL SYUKUR yang sedang melakukan patrol di 

wilayah hukum pelaihari dan saat sampai di sekitar lokasi melihat 2 (dua) 

unit mobil pick up dan satu diantaranya 1 (satu) mobil model pick up mega 

carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 

DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan 

nomor mesin : G15AID346501 yang ditutup dengan 1 (satu) lembar terpal 

warna coklat kemudian saksi RI ZKY memberhentikan mobil tersebut yang 

selanjutnya diketahui bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan 
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duduk disebelah terdakwa adalah saksi ANAN ALDI kemudian saksi RIZKY 

ada menanyakan tentang apa yang diangkut di belakang pick up tersebut 

yang ditutupi sambil saksi RIZKY berusaha membukanya dan terdakwa 

menjawab kayu ulin dan benar saksi melihat ada tumpukan kayu ulin yang 

diangkut oleh mobil tersebut dan kemudian saksi RIZKY dan saksI SYUKUR 

menanyakan tentang ijin yang dimiliki terdakwa dalam mengangkut kayu ulin 

tersebut dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin tersebut untuk 

selanjutnya terdakwa bersama dengan mobil berisi kayu ulin dibawa ke 

kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan P engukuran tanggal 1 

November 2017 yang dilakukan oleh Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut dan 

SUJARNO, dari Dinas Kehutanan Balai Pelayanan Penatausahaan hasil 

hutan Barito Muara di Banjaramasin, setelah melakukan pemeriksaan 

diperoleh hasil yaitu pada 1 (satu) mob il model pick up mega carry merk 

suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF 

warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : 

G15AID346501 mengangkut Kayu Jenis kayu ulin sebanyak 36 (tiga puluh 

enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran dengan volume 2,6510 m³ , 

selain itu berdasarkan keterangan dari Ahli DWI SUPRIYANTO S, Hut 

dalam melakukan pengakutan Kayu Jenis Ulin seharusnya dilengkapi 

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) jadi tidak 

dibenarkan melakukan pengangkutan apabila tidak memiliki SKSHHK ; 

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan 

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa 

menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum 

dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum 

telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Saksi Ahli, masing- 

masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Saksi RIZKY SETIAWAN bin H. AKHMAD AMPERIANSYAH : 

- Bahwa saksi saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan 

keterangan yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada 

hubungan keluarga dengan Terdakwa; 
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- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua 

keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya; 

- Bahwa saksi diperiksa terkait telah mengamankan Terdakwa karena 

melakukan pengangkutan kayu ulin tanpa ada ijin pengangkutan; 

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 

Oktober 2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. 

Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel ; 

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota ABDUL SYUKUR dan 

anggota dari Polres lainnya; 

- Bahwa benar awalnya saksi yang baru saja melakukan operasi tambang 

illegal melihat sebuah 1 (satu) mobil model pick up mega carry merk 

suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 

LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 da n nomor 

mesin : G15AID346501 yang terlihat berat karena membawa beban di 

belakang dan setelah diberhentikan dilakukan pemeriksaan didapatkan 

mobil pick up tersebut mengangkut kayu jenis ulin; 

- Bahwa saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah mobil pickup yang 

berjalan beriringan dan sask memberhentikan keduanya; 

- Bahwa saat itu saksi melihat yang mengemudikan mobil pickup tersebut 

adalah terdakwa dan yang satunya sakistidak mengetahuinya; 

- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut membawa kayu ulin 

saksi menyakan tentang surat-surat pengangkutan atau Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan 

pengangkutan kayu jenis ulin namun terdakwa tidak memilikinya; 

- Bahwa setelah ditanyakan mobil pick up dan kayu ulin tersebut bukanlah 

milik terdakwa melainkan terdakwa menadapatkan upah untuk 

mengangkut saja; 

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dijawab bahwa Terdakwa 

mengangkut kayu ulin tersebut dari Batu Licin dan akan d bawa ke 

daerah Pemasiran Liang Anggang untuk di jual; 

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu tersebut milik saudara AGUS 

(DPO) dan mobil yang digunakan adalah mobil sewaan; 

- Bahwa benar mobil pick up tersebut mengangkut 36 (tiga puluh enam) 

potong kayu ulin olahan berbagai ukuran 

- Bahwa saksi ataupun Terdakwa sama-sama akan diberikan uang 

sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 

kayu tersebut; 

- Bahwa seharusnya Terdakwa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan Kayu (SKSHHK) dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin; 
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Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak 

keberatan; 

2. Saksi IBRAHIM RAMADANI Als. IBRAHIM Bin JAKFAR: 

- Bahwa saksi saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan 

keterangan yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada 

hubungan keluarga dengan Terdakwa; 

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua 

keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya; 

- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi da nTerdakwa telah melakukan 

pengangkutan kayu ulin tanpa ada ijin pengangkutan; 

- Bahwa keja dian tersebut terjadi   pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 

2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari 

Kab. Tanah Laut Prop Kalsel ; 

- Bahwa benar awalnya saksi yang baru saja melakukan operasi tambang 

illegal melihat sebuah 1 (satu ) mobil model pick up mega carry merk 

suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 

LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor 

mesin : G15AID346501 yang terlihat berat karena membawa beban di 

belakang dan setelah diberh entikan dilakukan pemeriksaan didapatkan 

mobil pick up tersebut mengangkut kayu jenis ulin; 

- Bahwa saat itu saksi juga diamankan bersamaan dengan Terdakwa 

karena sama -sama mengendarai mobil yang mengangkut kayu ulin 

namun tidak ada ijinnya; 

- Bahwa baik saksi ataupun Terdakwa dalam mengangkut kayu tidak 

memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); 

- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa milik saudara AGUS dan untuk mobil 

yang digunakan adalah mobil sewaan; 

- Bahwa benar setelah ditanyakan mo bil pick up dan kayu ulin tersebut 

bukanlah milik terdakwa melainkan terdakwa menadapatkan upah untuk 

mengangkut saja; 

- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada tewrdakwa dijawab bahwa 

terdakwa mengangkut kayu ulin tersebut dari batu licin dan akan dbawa 

ke daerah pemasiran liang anggang untuk di jual; 

- Bahwa benar mobil pick up tersebut mengangkut 36 (tiga puluh enam) 

potong kayu ulin olahan berbagai ukuran; 
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- Bahwa saksi ataupun Terdakwa sama-sama akan diberikan uang 

sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 

kayu tersebut; 

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak 

keberatan; 

Ahli DWI SUPRIYANTO, S Hutbin SUPARMAN, dibawah sumpah dibaca kan di 

depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa benar saksi saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan 

keterangan yang sebenarnya; 

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa dan tidak ada 

hubungan keluarga dengan terdakwa ; 

- Bahwa benar Saksi telah diperiksa d i depan penyidik dan membenarkan 

semua keterangan yang termuat dalam Berkas 

menandatanginya; 

Perkara serta 

- Bahwa benar saksi diperiksa terkait saksi da terdakwa telah melakukan 

pengangkutan kayu ulin tanpa ada ijin pengangkutan; 

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 

2017 sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihar i Kab. 

Tanah Laut Prop Kalsel; 

- Bahwa benar saat diamankan Terdakwa mengendarai 1 (satu) mobil model 

pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang 

tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 

MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID 

mengangkut kayu ulin; 

346501 yang 

- Bahwa benar saat itu saksi juga diamankan bersamaan dengan Terdakwa 

karena sama-sama mengendarai mobl yang mengangkut kayu ulin namun 

tidak ada ijinnya; 

- Bahwa benar baik saksi ataupun terdakwa dalam mengangkut kayu tidak 

memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ; 

- Bahwa benar kayu yang terdakwa bawa milik saudara AGUS dan untuk 

mobil yang digunakan adalah mobil sewaan; 

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya 

Keterangan Ahli : 

DWI SUPRIYANTO, S Hut BIN SUPARMAN, dibawah sumpah dibacakan di 

depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia 

diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai AHLI berdasarkan Surat 

Perintah Tugas dari Kepala Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan 
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Barito Muara Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 118 / SPT / BPPHH.BM 

/2017 tanggal 30 Oktober 2017 kemudian Ahli bersedia untuk mengangkat 

sumpah sesuai dengan agama yang Ahli anut ; 

- Bahwa benar ahli Saat ini saya bekerja pada Balai Pelayanan 

Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara dan menjabat sebagai Staf seksi 

Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan sejak Januari tahun 2017 sampai 

dengan sekarang. Dan saya juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi 

Legalitas Peredaran Hasil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Barito Kuala serta memilik Sertifikat Pelatihan Pengawas Penguji 

Kayu Bulat Rimba Indonesia dan Kayu Gergajian Rimba Indonesia dan 

sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara yang 

sama dengan perkara ini yaitu Ilegal Logging ; 

- Bahwa benar ahli menjelaskan pengertian dari Kayu Olahan ad alah produk 

hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri 

terpadu kemudian untuk pengertian tentang kayu olahan terdapat di dalam 

Pasal 1 butir 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia Nomor : P.43/ Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 

2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan 

Alam kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 

ayat (1), bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil 

hutan kayu wajib dilengkapi bersama -sama dengan dokumen angkutan 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); 

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 

2017 dari   Dinas Kehutanan Provinsi melaksanakan pengukuran saat itu 

adalah Ahli sendiri (DWI SUPRIYANTO, S.Hut Bin SUPARMAN ) dan rekan 

kerja Ahli pada UPT Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito 

Muara Prop. Kalsel yaitu Sdr.  M. YASIN selaku staf Balai Pelayanan 

Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara /  WASGANISPHPL dan untuk 

hasil pengukuran terhadap kayu ulin olahan tersebut sebanyak 36 (tiga puluh 

enam) potong dengan volume 2,6510 M3 (dua koma enam lima satu nol 

meter kubik); 

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa setelah Ahli melihat dan mengamati 

terhadap kayu ulin olahan/gergajian yang berada di dalam mobil pick up 

tersebut, kayu ulin tersebut termasuk kayu ulin olahan/gergajian yang 

diolah/digergaji dengan menggunakan mesin Chain Saw dan mengenai asal 

kayu tersebut didapat Ahli tidak mengetahui tapi yang jelas untuk kayu jenis 

ulin adalah jenis kayu yang berasal dari Hutan Alam   dan Berdasarkan pasal 
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10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

P.43/Menlhk -Setjen/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam, bahwa setiap pengangkutan, 

penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu waj ib dilengkapi bersama - 

sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 

Kayu (SKSHHK). Berdasarkan peraturan tersebut tidak dibenarkan memiliki 

kayu jenis ulin dan melakukan pengangkuta n, yang tidak dilengkapi 

SKSHHK; 

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Jika seseorang ingin melakukan 

usaha pe ngangkutan, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu maka 

syarat – syarat yang harus dilengkapi dan dimiliki adalah harus dilengkapi 

dengan dokumen SKSHHK atau Nota Angkutan. SKSHHK diterbitkan oleh 

penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH, 

Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi 

GANISPHPL sesuai kompetensinya. Nota Angkutan diterbitkan secara self 

assessment oleh karyawan pemegang izin; 

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Kerugian yang dialami oleh Negara 

adalah tidak terpungutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang 

berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi). Yaitu 

PSDH sebesar Rp. 636.240.000 dan DR USD 95,44; 

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti; 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 

IBRAHIM RAMADANI ALS IBRAHIM BIN JAKFAR , menerangkan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan 

yang sebenarnya; 

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan kayu ulin 

tanpa ada ijin pengangkutan; 

-  Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 

sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. Pelaihari Kab. Tanah 

Laut Prop Kalsel; 

- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengendarai 1 (satu) mobil model pick 

up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 

2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan 

nomor mesin : G15AID346501 yang mengangkut kayu ulin; 

- Bahwa saat itu terdakwa diamankan bersama dengan saksi M NOOR 

SAPRIANSYAH karena sama-sama mengendarai mobl yang mengangkut 

kayu ulin namun tidak ada ijinnya; 
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-  Bahwa kayu yang terdakwa angkut adalah milik saudara AGUS dan mobil 

yang digunakan adalah mobil sewaan ; 

- Bahwa untuk melakukan pengangkutan terdakwa idberi upah sebesar Rp. 

500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut dari daerah batu licin dan akan dijula ke 

daerah pemasiran liang anggang; 

-  Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tidak memiliki Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ; 

Menimbang, ba hwa selain menghadirkan Saksi  -Saksi, dipersidangan 

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah 

menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam 

perkara ini berupa: 

36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran; 

1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) 

M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 

MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501; 

1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki type 

GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam 

normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 

an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Ke c.Bajuin Kab. 

Tanah Laut Prov. Kalsel 

1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN -KB dan SWDKLLJ 

mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis 

mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 

MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH 

alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. 

Kalsel; 

1 (satu) lembar terpal warna coklat.1 (satu) lembar terpal warna coklat 

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut 

hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan 

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti 

lainnya sepanjan  g satu sama lainnya saling bersamaan dan 

bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai 

berikut: 

 Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengangkutan kayu ulin 

tanpa ada ijin pengangkutan; 
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Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan 

Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan 

Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta -fakta Hukum yang 

terungkap dipersidangan. 

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua 

melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 

Tentang pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, yang 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

1. Orang Perseorangan 

2. Yang dengansengaja 

3. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang 

merupakan surat keterangan sahnya hasil 

hutansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan 

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan” : 

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang perseorangan disini 

adalah orang yang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu 

yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini 

telah diajukan kedepan persidangan seorang laki -laki yaitu terdakwa IBRAHIM 

RAMADANI ALS IBRAHIM BIN JAKFAR dengan segala jati dirinya sesuai 

dengan surat dakwaan kami yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh 

terdakwa dan selama sidang berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani 

serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana 

Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang perseorangan ”telah terpenuhi 

menurut hukum; 

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja” : 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan keterangan 

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai 

berikut: 

Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 

sekitar jam 05.00 wita di Jl. A Yani simpang 3 Parit Kel. PelaihariKab. Tanah 

Laut Prop Kalsel Terdakwa atas kehendaknya sendiri karena ingin 

mendapatkan upah dari mengangkut melakukan pengengkut an kayu jenis kayu 

ulin sebanyak 3 6 (tiga puluh enam) potong dengan berbagai ukuran dengan 

menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up mega carry merk suzuki type GC415T 

(4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor 

rangka : MHYGDN41TFJ 401180 dan nomor mesin : G15AID 346501 yang 

setelah dilakukan interogasi diketahui terdakwa tidak memiliki dokumen yang 

merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berarti Terdakwa 

melakukan pengangkutan tersebut dengan sengaja ; 
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Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dengan sengaja ” telah terpenuhi 

menurut hukum; 

Ad.3. Unsur “Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 

dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” : 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah 

didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan 

terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa Pada hari 

Kamis Tanggal 19 Oktober 2017 sekitar jam 05.00 w ita di Jl. A Yani simpang 3 

Parit Kel. PelaihariKab. Tanah Laut Prop Kalsel Terdakwa atas kehendaknya 

sendiri karena ingin mendapatkan upah dari mengangkut melakukan 

pengengkutan kayu jenis kayu ulin sebanyak 3 6 (tiga puluh enam) potong 

dengan berbagai uku ran dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up 

mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 

DA 9427 LF warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor 

mesin : G15AID346501 yang setelah dilakukan interogasi diketahu i terdakwa 

membawa mobil dan kayu milik saudara NGATIYO ALS AGUS yang diakui 

terdakwa yang membeli kayu tersebut dari daerah Tanah Bumbu dan akan 

dijual kembali di daerah pemasiran Liang anggang namun apa yang terdakwa 

lakukan tidak dibenarkan karena setel ah dilakukan pengecekan terhadap 

pengangkutan tersebut terdakwa tidak dapat memberikan atau menunjukkan 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK) yang seharusnya 

dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu jenis ulin karena 

Berdasarkan UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e, bahwa “ Setiap orang dilarang mengangkut, 

menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” surat yang dimaksud adalah 

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) 

Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan pengangkutan kayu 

hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan 

sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang- 

undangan” telah terpenuhi menurut hukum; 

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Ketiga dakwaan Penuntut 

Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 88 ayat 

(1) huruf a Jo Pasal 16 UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan 

Pemberantasan Pengrusakan Hutan; 

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis 

Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap 
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diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga 

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian 

Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yan g 

sesuai dan setimpal dengan perbuatannya; 

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan 

penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh 

Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri 

Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar 

Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal -hal yang memberatkan dan 

yang meringankan; 

Hal-hal yang memberatkan : 

-   Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

pemberantasan illegal Loging. 

Hal-hal yang meringankan : 

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan 

dipersidangan. 

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 

- Terdakwa belum pernah dihukum. 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 

yaitu berupa : 

 1 (satu) lembar terpal warna coklat. 

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan alat yang dipergunakan oleh 

Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah 

sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan; 

36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran; 

1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) 

M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 

MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501; 

1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki type 

GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam 

normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 

an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Ba juin Kab. 

Tanah Laut Prov. Kalsel 
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1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB / BBN -KB dan SWDKLLJ 

mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) M/T jenis 

mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor rangka : 

MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501 an. MASRIAH 

alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. 

Kalsel; 

Oleh karena merupakan bersifat ekonomis maka Majelis Hakim 

berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara; 

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang 

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum; 

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama 

berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Ha kim berpendapat bahwa 

Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan 

bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis 

Hakim tidak menemuka n adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar 

terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan 

pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi 

pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana 

perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda , mengingat 

tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana 

yang berkaitan dengan Illegal Loging, akan tetapi pidana yang diberikan 

kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai saran a balas dendam melainkan 

sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah 

selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik 

perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum; 

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan 

biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak 

mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka 

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan 

ditentukan dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai 

pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan 

tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi 

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan 

yang lebih baik; 
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Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang -Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Pengrusakan Hutan , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan -peraturan lain yang 

berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM RAMADANI Als IBRAHIM Bin JAKFAR 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki 

dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan ” 

dalam dakwaan kedua; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 4 (empat) bulan; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5. Menetapkanbarangbuktiberupa : 

36 (tiga puluh enam) potong kayu ulin olahan berbagai ukuran; 

1 (satu) mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T (4X2) 

M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam normor 

rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : G15AID346501; 

1 (satu) lembar STNKB mobil model pick up mega carry merk suzuki 

type GC415T (4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF 

warna hitam normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : 

G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapang Rt. 004 Rw. 002 

Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel 

1 (satu) lembar surat ketet apan pajak daerah PKB / BBN -KB dan 

SWDKLLJ mobil model pick up mega carry merk suzuki type GC415T 

(4X2) M/T jenis mobil barang tahun 2015 DA 9427 LF warna hitam 

normor rangka : MHYGDN41TFJ401180 dan nomor mesin : 

G15AID346501 an. MASRIAH alamat Desa Ketapa ng Rt. 004 Rw. 002 

Kec.Bajuin Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel; 

Dirampas untuk Negara; 

1 (satu) lembar terpal warna coklat; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 
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6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 

(lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 27 FEBRUARI 2018 oleh 

kami BOEDI HARYANTHO, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIANA 

KUSUMAWATI, S.H. dan AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 

1 Maret  2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua 

Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh 

SUPRIYO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 



Pelaihari,dihadiri oleh PIPIT SUSRIANA, S.H. Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, dan Terdakwa; 

 
Hakim Anggota, Hakim Ketua, 

 
 
 
 

1. RIANA KUSUMAWATI, S.H. BOEDI HARYANTHO, S.H.M.H. 

 
 
 
 

2. AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H. 

 
 

Panitera Pengganti, 

 
 
 
 

SUPRIYO, S.H.,M.H. 
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